PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BAR ”r

NOMOR 199 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA}_j__-f{_Z S
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN bERTlFIKASI BLNIH i

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PROVINST KALIMANTAN BARAT

GUBERNUR KALIMANTAN BARA&

bahwa berdasarkan Peratman Gubemur Nomor' 85
Tahun 2017 sebagaimana teiah dmbah dengaﬁ
Peraturan - Gubernur - Nomior - '70 Tahun 2021 telz
ditetapkan- Pembentukaﬂ, Susunan Orgamsas;, Tug
dan Fungsi, serta Tata Kerj ja Umf Pelaksana Teknis
Pengawasan dan Sertzfikasz Bemh Prom1131 Kahmantan
Barat ; -

bahwa berdasarkan keientma:a Pasai 11 ayat ( ) huruf d
Peraturan Menteri Dalam- Negeu Nomor 12 Tahun 201’7
tentang Pedoman Pembentukan dan K1331f11<a31 Caban '
Dinas dan Unit Peial{sana Teknis Daerah m@nyebutkan
bahwa kriteria pembemukan UPTD Provms:i‘ :
tersedianya sumber daya yang mehputl pegawai
pembiayaan, sarana dan prasarma SRSt

bahwa dalam rangka efB_SEel‘iSl dan efék-f

diubah dengan Pefatman Gubemm Nomm '?D 1
2021, perlu diganti,

bahwa  berdasarkan permnbangan o S&b&g&ﬂ‘ﬂﬁﬂ‘l
dimaksud dalam huruf a, humf b; dan hm‘lifr-”
meﬂetapkan Peraturan - Gubernur i )
Pembentukan, Susunan. Orgamsam Tu.fras dan-f{"unw

serta Tata Kerja Unit Pe}aksana Teknis Pengawasaz dan
Sertifikasi Benih Prcmns,i Kahmaﬂtan Barat e
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang- {}ndang Dasar Negara_'_'- SRRt
Republik Indonesia Tahun 1945; e S e
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 teniang’ SR
Pembentukan  Daerah-Daerah - Otonom - Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kahmalnan SR
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesm ‘I‘ahuni-‘_' S
1956 Nomor 65, Tambahan Leimbaran Negara Repubhk' S .
Indonesia Nomor 1106); . R
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentangj SRE
Perlindungan Varietas Tanaman. (Lembaran Negara_;_.:_-'_'f"'j“_f_f-'
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 (Tambal'lani-_._'-_; fer et
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), S
Undang-Undang Nomor 13° Tahun 2010 tentang"_f_ e 8
Hortikultura (Lembaran Negara Repubhk Inc"icmema:”:ﬁ_f L
Tahun 2010 Nomor 132, (’I‘ambahan Lembaran Neg&ua SN
Republik Indonesia Nomor 4389) sebagazmana ‘telah o
diubah beberapa kali dan . terakhir . dengan Und&n
Undang Nomor 11 Tahun 2020 ientang Clpta KEIJB._
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Neg&m Republﬂi': o
Indonesia Nomor 6573); :

Undang-Undang Nomor 5 Tah‘zm 2014 tentang Apaia‘cur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indomes:ta
Tahun 2014 Nomor 6, Tam’bahan Lembaran Negala
Republik Indonesia Nomior 5494) '_ P S
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten‘i:’mg’:_f_;
Pemerintahan Daerah (Lembaran ‘Negara . Repubhk‘-_{'-_f' Cim
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Norior 5587) sebag&am&na
telah diubah beberapa kali’ dan. terakhw dengan S
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta = .
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 2020 .

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubﬁiik"'
Indonesia Nomor 657 3% T

Undang-Undang Nomor 22 ’I‘ahun 2019 tentang Slstem
Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaraﬁ '-'éNegar _
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, ’I‘ambahan-r_'_ £
Lembaran Negara Repubhk Indonesza Nomor 6412)'_':__
sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali dan’ terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 11 Tahun 2020 tentang""- "
Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubhk Indone@ﬂa
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaraﬂ Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) ' it

Peraturan ‘Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentangf*;"f' -
Perbenihan Tanaman - (Lembman Negara Repubhk’ SN
Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaram
Negara Republik Indonesia Nomor 36, 16}
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10.

11.

12,

13.

14

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 ten‘t'a_n:g .
Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran ' '

Negara Republik Indonesia Nomor 4020); e
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t@ntang :

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia - . -
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran: Negara'_ L
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah =~
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun -
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang _Pefangkat _Daerah._-_:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 .tentai‘lg' e
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara =
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan =~ =
Lembaran Negara Republik Indonesia "Néi‘i‘idr 6037)-._'_.{ TR
sebagaimana  telah  diubah dengan . Peraturan . '
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang: Perubahan'_f' S

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 ‘Tahun 2017 -

tentang Manajemen Pegawai Negeri  Sipil '(Lémb*ai*aﬁ- -

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, e
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor, o e

6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomior 12 Tahun 201’? o
tentang Pedoman Pembentukan dan. Klaszﬁkam Cabang.:_-f;'”
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Bem‘ta Negara- L

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)

Peraturan Daerah Nomor 8  Tahun 2016 ten‘tang-_f (IR
Pembentukan dan Susunan Pérangkat Dac»f:rah Provinsi j:::";. G
Kalimentan  Barat (Lembaran  Daerdah  Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat’ Nomor:6) EXEERETTE
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir = =
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 ’E‘ahun 2021 ‘tentangf S
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 = =/
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. . @
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat’ (Lembaran”f'_}. s
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor =~

5, Tambahan Lembaran Daerah Provmsl Kahmantan-.j

Barat Nomor 5); . B
Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2021 tentang?:

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan’ Fungs:t,_-:f :
serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Cdan:
Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berlta Daei ah’. Bt

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 130)
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN -DAN
SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11,

12.

13.

Daerah adalah Provinsi Kalimmantan Barat.

Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggar'a"_". ;  : '
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan' A

yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Rarat,

Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura _Prdvin's'i SRR

Kalimantan Barat

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan- Hortxkultura{.__._._ B

Provinsi Kalimantan Barat.

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi- Bemh Provmsi_:’f:j_; e
Kalimantan Barat yang selanjuinya disebut UP’I‘ Pengawasan dany o o
Sertifikasi Benih adalah umnit teknis operasional yang . melaksmakan?";_'-- Sl
kegiatan teknis tertentu di bidang pengawasan dan sernﬁkam benih, seria:-f ARRGREpR

pembenihan tanaman pangan dan hortikultura.
Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengawasan dan Serhﬁka& Bemh

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adaiah profesx bagz_'_:_f':i_:
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan’ pezjan_;zan kerja yangf-'_'- RS

bekerja pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya c'i1sebut Pegawaj ASN_Z-_ S
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian. oo
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan’ diserahi tugas -~
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negeua lamnya dan-:_ S

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adaiah warga negara?-f};.'___i_ G
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat Sebagaz Pegawa;. ASN: o
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukz jabatan_g e

pemerintahan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang ber131 fungsz dan ';: _' o
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta admlmstraﬁ pemenntahan REE R

dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabataﬁ"’_ i
Administrasi pada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. : e

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang ’berzsl fungs1 dan:i._ ”
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional ‘yarg berdasarkan pada" R

keahlian dan keterampilan tertentu. oy
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i4.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

25.

26,

27.

28.

. Pengawasan adalah kegiatan - pemeriksaan yang dﬂakukan SEC&I‘B. bel kala

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang mendudukl Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah. . SRS ey L
Sistem Budidaya Tanaman adalah sistem pengembangan dan pemanfa&tan-f_; e
sumber daya alam nabati melalui upaya marnusia; yang ‘dengan ‘modal, .
tehnologi dan sumber daya lainnya menghasﬂkan bara:ng guna me1nenuh1'_'_':f”_f_ o
kebutuhan manusia secara lebih baik. : SR O gty
Benih Tanaman yang selanjutnya disebut bemh adalah tanamaﬁ ataui_f
bagiannya  yang digunakan  untuk- memperbanyak da:n/ atau“f-;:}'.'_
mengembangbiakkan tanaman. RS S
Benih Bermutu adalah benih yang varietasnya sudah teldaftar untuk'i“- e
peredaran dan diperbanyak melalui sistem seruﬁkam benili, mempunjyar S
mufu genetik, mutu ﬁsm}ogis mutu fisik - serta staius kesehatan yang
sesuai dengan standar mutu atau persyaratan ‘rekms mmzmal '

Benih Sumber adalah tanaman atau: bag1annya ya‘ﬂg dzgunakfm untuk |
perbanyakan benih mutu. . _

Kelas Benih adalah klasifikasi benih “::anaman yang dikeluarkan;' oleh "
kementerian pertanian dengan sub bagiannya ya;ztu UPT. Pengawasan-,dari
Sertifikasi Benih vang menempatkannya dalam: 4 keias yaltu, Bemh Pejems
(Bs/Label Kunig), Benih Dasar {BD/Label" Pu’mh} Bemh Pokok (BP/ lab
ungu)}, Benih sebar (BR/Label biru).

Benih Bina adalah benih dari varietas unggul yang telah dﬂepas, yang-.
produksi dan peredarannya diawasi. ' : '

dan atau sewaktu-wakiu d:lperlukan ‘i:erhadap dc)kumen tahapan prod_”
dan/atau benih yang beredar urituk mengeiahm kesesualan mutu dan ciata
lainnya dengan label dan standay mutu bina’ yang dztetapkan i S S
Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka: penyaiuran dan atau"f g
penjualan benih bina tanaman pangan dan. iokasz pre}duksz _ke '101{"" i
pemasaran dan/atau kepada masyarakat R : :

yang dilakukan terhadap produsen/ pengedal bemh bzna éenga:
mengumpulkan data sehingga dapat dlke‘tahui Jumlah stok dan '
benih bina yang beredar di pasaran : -

termasuk penyimpanannya balk di tempat pemasaram fnaupun "Wéds:tu
penyaluran. - - : o

Produsen Benih adalah orang atau b&dan hukum yang bergerak didalam
bidang produksi benih untuk keperluan perdaganaan dan penaﬁaman

Pendaftaran adalah pencatatan dalam daftar 1esm1 darz orang atau badan
hukum yang berusaha dalam bidang benih. s

Sertifikasi adalah proses pemberian ser‘t;ﬁk&t bemh tanaman setela

melalui pemeriksaan, pengujian -dan - pengawasan serta memenuhl semua

persyaratan untuk-diedazkan.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

2

. Benih Pokok (BP) adalah keturunan dari bemh das&r yang dzprodukm

Laboratorium Penguji adalah tempat yang melaksanalkan pengujian atau_ SRR
menetapkan sifat/karakteristik mutu benih yang meliputi mutu fisik
(penetapan kadar air dan analisa kemurnian) dan fisiologis (pengujlam daya,-_,_' e
berkecambah), yang dilakukan terhadap setiap kelompok benih’ yang akan
diedarkan sesuai dengan prosedur vang ditetapkan. Pengujzan dﬂa}mkaﬁ' »
dalam laboratorium penguji meliputi pengujian kadar -air, pengmlan e
kemurnian, pengujian daya kecambah.

Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau bergambar men enai mutu-
serta tempat asal benih yang ditempelkan dan disertakan secara gelas pada’_'_ o
sejumlah benih, dalam bulk atau suatu wadah. : :

Pembenihan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembamg&ﬁ- S
sumberdaya genetik pemuliaan tanaman, perbanyakan benih’ ‘tanamaﬂ_ﬁ-_- o
pangan dan hortikultura, sertifikasi, peredaran benih dan: pengembangan? S
sumberdaya perbenihan yang bertujuan untuk - mendapatkan bemh:*_}_. SR
bermutu. . e ST
Tanaman Pangan adalah Tanaman yang menghasﬂkan produk yang.{ e
mengandung karbohidrat dan protein utama Sebagaz sumber makananf_' e
pokok dan sumber energi manusia sehari-hari 'termasuk chdaiamnya gems'.;_- o
tanaman serealia, aneka kacang, dan umbi. et Y
Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasﬂkan buah sayuran Lr
tanaman obat, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut; dan @
tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat na‘bam dan / ataﬁl G
bahan estetika. o
Hortikultura adalah segala hal yang berka;tan dengan buah sayulan Chmiane
bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya Jjamur, Jumut,

dan tanaman air yang berfungsi sebaoal sayuran bahan Gbat naba‘u,
dan/atau bahan estetika. . R

Benih Hortikultura adalah tanaman hor'i:lkui‘tura atau baglan darmya yangf o
digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbzakkan tanaman‘_ L
hortikultura., . = S

Benih Dasar (BD} adalah keturunan pertama darz bemh peﬁjems _atau

benih dasar yang diproduksi  sesuai dengan ketentuan yang berl
sehingga keaslian varietas dapat dipelihara. :

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehmgga keas;llan va1 1etas d&pat“__
dipelihara. ;

Benih Sebar (BR) adalah keturunan dari benih pokok yang dapmduksz

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Sehmgga keashan varletas dapa‘i,-}’z-:f-:'f
dipelihara.

BAB II e
PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA =

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UP’I‘ Pengawasan dan Ser'i::ﬁkasz
Benih, _

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagajmana dzmaksud pada g
ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan mlayah kerja' e
meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Baraf, S

i
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UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang -
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BAB HII
KEDUDUKAN

Pasal 3

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGS!I SERTA SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas -mei_&k'sam@ﬁkéi’i; )

kegiatan teknis operasional dan teknis tertentu di bidang pengawasan dan S
sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan bemh hmukuitura--_': R

sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4 UP’I‘ o

Pasal 5

Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

a.

b.

penyusunan program Kerja di lingkungan UPT Pengawasaﬂ dan Sertzﬁkasi :: i

Benih;

perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, Serta'.' v

pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan'_-__'-_-_ S i

Sertifikasi Benih;

pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan"sserﬁfikas'i --b'é'n'ili,":-_ e

serta pembenihan tanaman pangan dan hortilultura;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan ‘bemh"--'

tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman’ pangan: “dan

hortikultura, pengawasan peredaran benih (rekemondasz kompetengl) e
pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih, monitoring stok dan’ R o
penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import

dan penyelesaian kasus tanaman pangan dan hcrt1kultura, serﬁf;ka& e :

benih, laboratorium penguji dan kultivar uji -adaptasi, pemurman EEAEnR
observasi, pengenalan varietas, determininasi pohon _111du1{ pe‘tak SR

pembanding, serta inventarisasi penyebaran varietas:

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang bemh seleaha, bemh
aneka kacang dan umbi, meliputi produksi Benih Dasar (BD) dan Benih R
Pokok (BP), penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok
kepada produsen benih, observasi penerapan teknologi. peabemhan bmk SR
telkmologi produksi maupun pasca panen, pemurnian - kembali ve‘rletas-_--_-

unggul, pelaksanaan bimbingan teknis kepadsa produsem “benih; -

pemantauan internal mutu benih, dan penyebarluasan informasi

perbenihan;

HARG PERANGHAT DASRAH
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f.
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pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura,
perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan
florikultura, serta penyebarluasan benih bermutu varietas unggul;

pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang
pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihan tanaman pangan dan
hortikultura; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, .sei*ta '

pembenihan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh
Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih seba aimana
2 £ »

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

a. Kepala UPT;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; dan

d. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura. _
Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan .

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah -
unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, serta pembenihain
tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan kebijakan Kepala Dmas sesuai ':
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT
mempunyai fungsi :

a.

b.

pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Pengawasan dan. Serhflkam .
Benih;

pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan Sertifikasi'beﬁih, "
serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; —
pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengawasan dan sertifikasi benih, -
serta pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;

KARS PERAHGEAT DARRAH
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d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan -benih
tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan
hortikultura, pengawasan peredaran benih (rekemondasi kompetensi,
pendaftaran, pembinaan produsen/pengedar benih, monitoring stok dan
penyaluran benih, pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import .
dan penyelesaian kasus tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi
benih, laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurnian,
observasi, pengenalan varietas, determininasi pohon induk, petak
pembanding, serta inventarisasi penyebaran varietas;

e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih serealia, benih
aneka kacang dan umbi, produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP),
penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada
produsen benih, observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi
produksi maupun pasca panen, pemurnian kembali verietas “unggul,
pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih, pemantauan
internal mutu benih, dan penyebarluasan informasi perbenihan;

f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura,
perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman-buah dan
florikultura, peleksanaan kegiatan balai benih induk hortikultura,
perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan
florikultura; '

g. pengawasan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan UPT Pengawasaﬁ_-
dan Sertifikasi Benih;

h. pengendalian kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasam 8
dan Sertifikasi Benih; :

i. pelaporan kegiatan teknis operasional di lingkungan UPT Pengawasan daﬂ_;* .
Sertifikasi Benih; dan :

j. pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan dan sertlﬁkaSi bemh serta-f o

pembenihan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan -
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal O

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) "ﬁﬁf’l}f‘.b; e

mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi,

pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengeioiaanj._ﬁ__-

keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Serhfikam Benih.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Baglan 3 -

Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan .
monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Pengawasan -dan Ser&ﬁka& :
Benih; )

b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di S

lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih; .
AR PERANGRAT DARRAT | o onnn s aEEna :
HURUM PEMEANARBA
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Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

-10..

pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT -
Pengawasan dan Sertifikasi Benih; B .
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan U‘E’T EER
Pengawasan dan Sertifikasi Benih; _ e
pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala -~ =

UPT.

Bagian Kelima
Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Pasal 11

ayat (1) huruf c¢, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di blda:ng' :

pengawasan benih tenaman pangan dan hortikultura, sertifikasi - benih
tanaman pangan dan hortikultura, serta kultivar dan laboratomum sesuaz- s

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Sekm-lf._ .

Pasal 12

Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

a.
b.

penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Serﬁfzka& Benzh

pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengawasan bemhﬂ_;‘._
tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi benih tanaman’ pangan dan -

hortikultura, serta kultivar dan laboratorium;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan bemh’l_'r---.'; ;_;_-_gsg : G
tanaman pangan dan hortikultura, sertifikasi-benih tanamam pangan dan;;l L

hortikultura, serta kultivar dan laboratorium;

pelaksanaan kegiatan teknis operasional -di b;dang pengawasm‘f ST

peredaran benih (rekemondasi kompetensi), pendaftalan pembxnaan*"l

produsen/pengedar benih, monitoring stok dan pez’lyaluran benih; s
pengecekan mutu benih, serta pemasukan benih import dan penyelesazan SERTE AL

kasus pembenihan tanaman pangan dan hortikultura; _ L
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang serﬂfzka& bemh '

laboratorium penguji dan kultivar uji adaptasi, pemurdian, observasz,."f ; '_. ;_‘_; i
pengenalan varietas, determininasi pohon induk, petalk pembandmg, sertaz" S

inventarisasi penyebaran varietas; . : =
pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Ser t1fikas1 Bemh

pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pe},aksanaan tugas:-_i o
dan fungsi di bidang pengawasan benih tanaman pangan: dan hortikultura;
sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura, Seria kul‘tzvar dan;."-;.z ' :: EE

Iaboratorium;

pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan benih tanaman pangan da:n - =
hortikultura, sertifikasi benih tanaman pangan dan’ harﬂku}tura Serta- TR

kultivar dan laboratorium yang diserahkan oleh Kejpa}a UPT

BARG PERANGHAT DABRAK
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Bagiain Keenam
Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 13

Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaie;ésud _

dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di
bidang pembenihan tanaman pangan dan hortikultura sesuai k@tentuan -

peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi

Pagal 14

Pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi

a.

o

penyusunan program kerja Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan o
Hortikultura; |

pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pembemhan ‘tanaman.._- o

pangan dan hortikultura;

pelaksanaan kegiatan teknis operasioanal di bidang pembemhan tanaman':_::- o
pangan dan hortikultura; '

pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembemhan tanamaﬁ_"- -

pangan, meliputi benih serealia, serta benih aneka kacang dan umbi; - AR |
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pembenihan’ tanamean

hortikultura, meliputi benih tanaman sayuran dan tanaman oba,t serta iR

perbenihan tanaman buah dan florikultura;

pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan' e

Hortikultura;

pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan peiaksanasm tunfa_s '
dan fungsi di bidang pembenihan tanaman pangan dan horﬁkuliurz a; dan e

pelaksanaan fungsi lain di bidang pembenihan taﬂaman pangan cia;:i o

hortikultura yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh
Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan berianggunﬁ e

jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; Pejabat

Administrator, atau Pejabat Pengawas vang memiliki keteﬂ{aitmz dengan};:;f_f - __
pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan 3enjangnya sesum ER

ketentuan peraturan per undang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana vang dimalksud pada ayat (1) o i
memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan -
keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan - perundang— SRR

undangan.

Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan"::_ (.

peraturan per undang~undangan

¥ 3?20 PERANGIHAT DAERAN
HUKUN ?ﬁrﬁgfxmm&
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BAEV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-.
undangan.

Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN

yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang--
undangan.

Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Pengawasan dan
Sertifikasi Benih memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi' o
Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 17

Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi,

mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada :
bawahannya. '

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejaba{ o

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPT dan seluruh Pejabat wajib melaksanakan fungsi pc‘engﬁwaéah di -

lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dan mengambil

langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian rnasalah . se’suéi'
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 18

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara _-
periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada- Kepala Dmaq
maupun kepada perangkat daerah terkait. '

KARG PERANGHEAT BAERAN
RURLUM FREFRRAEARSA
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(2) Kepala UPT wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada -Kepala Dinas
secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang- -
undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait. _

(3) Setiap pegawai di linglungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih wajib
mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan
pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada
atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pejabat wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan _';c_ia,ﬁ* |

menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam™

memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

(1) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas desentralisasi dlbebankam
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Pelaksanaan program kerja berdasarkan tugas pembantuan daﬁ iugas-
lainnya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang b’éﬁk"dalm o

kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan keiembagaan dan - e
analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas _
kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung Jawa,b dl S

bidang organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawal ASN Yang .- .

melaksanakan tugas pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih tetap:
melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yaﬂg baru ciarl'

Pejabat Pembina Kepegawaian.

HARD FPERANCEAT DARRAR
HURUM PEMRAHARSEA
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemui Nomor ST |

85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi '

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan - Sertifikasi Bemh.f Ry
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun = -
2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gube1 nur Nomor R
70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur _Nomor._SS ‘.‘I‘ahun R
2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fuﬁgsi ‘sertaTata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih  Provinsi =~
Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Ta_hun 2021_'_: o

Nomor 70}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan: pengundangan Pezatuian_:fzgf?-_;'.';-Z_.";ﬁ o
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pxovmsi-‘f':__-'_'_f.-': S

Kalimantan Barat,

Ditetapkan di Pontianak i
pada tanggal = .
+ GUBERNUR: KALIMANTAN BARAT

_ ndangkan di Pontianak
ada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

9

SWMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR -
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor .
85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Or ganisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor

70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun -

2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi  Benih Provinsi

Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahumn 2021
Nomor 70}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada bulan Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan i
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provmsz o

Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal £ W&l - & %ii ¢
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,* .

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2o %ig?*@%é @ f»;%‘z{

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

o

SAMUEL

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NC)IVIOR V8%




LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANIBASI, TUGAS DAN FUNGSE, SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEENIS PENGAWASAN DAN BERTIFIKASI BENIH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR SUSUNAN ORGANISAS]
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA UPT

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSt SEKS] :
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN
BENIH DAN HORTIKULTURA
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